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Apindo Gugat Ketentuan Pajak Penerangan Jalan

Jakarta, 17 Oktober 2017 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Selasa
(17/10) pukul 10.-0 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang
teregistrasi dengan nomor perkara 80/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo), dengan materi yang diuji, yaitu Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1), Pasal 52
ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 55 ayat (3). UU Nomor 28/20009.

Pemohon diwakili Hariyadi Budi Santoso Sukamdani selaku Ketua Umum dan Sanny Iskandar
selaku Sekretaris Umum menguraikan dalam permohonannya, ketentuan tersebut telah
menimbulkan kerugian konstitusional. Pasalnya, perusahaan yang menggunakan generator atau
pembangkit listrik mandiri untuk kegiatan produksi tetap dikenakan pajak penerangan jalan.
Pemohon menilai, seharusnya pengenaan pajak penerangan jalan hanya terbatas pada
penggunaan listrik yang bersumber dari negara dan digunakan untuk kegiatan nonproduksi.
Pengenaan pajak tersebut juga menghambat kinerja produksi perusahaan karena semakin

meningkatnya beban atau kewajiban pajak.

Dengan berlakunya UU a quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyebabkan
Pemohon tidak mendapat perlindungan yang adil sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Pemohon menilai, seharusnya dalam menjalankan usahanya, Pemohon tidak dikenakan pajak
penerangan jalan. Jika harus dikenakan pajak, hanya terbatas pada tenaga listrik yang bersumber

dari negara dan digunakan untuk kegiatan nonproduksi.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan UU a quo
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena tidak
memberikan jaminan kepastian hukum yang adil. Setidaknya, dinyatakan bertentangan dengan
konstitusi secara bersyarat bila tidak dimaknai bahwa pajak penerangan jalan hanya dikenakan
pada tenaga listrik yang bersumber dari negara dan digunakan untuk kepentingan nonproduksi.
(Annisa L.)
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